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A B S T R A C T 

Violence against women and children in rural Indonesia reflects structural inequalities, 

patriarchal norms, and low legal literacy, resulting in a persistent gap between law in the books 

and law in action. This study analyzes the effectiveness of Community-Based Legal Education 

(CBLE) as a preventive strategy in Keraton Village, Cirebon Regency. Employing a quasi-

experimental design with a pre-post intervention approach within a Participatory Action 

Research framework, the study involved 50 purposively selected participants. Data were 

collected through legal literacy tests, interviews, focus group discussions, and participatory 

observation, and analyzed using descriptive statistics and thematic analysis. The findings 

demonstrate a significant increase in legal literacy scores from 48 to 84, accompanied by shifts 

in collective perceptions of violence from a private matter to a public legal issue. The 

intervention also strengthened social capital and institutionalized prevention mechanisms 

through the establishment of a Community for Women and Child Protection. The study 

concludes that CBLE is an effective empowerment-based preventive model, although its 

sustainability depends on policy integration and consistent village governance support. 
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A B S T R A K 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah pedesaan Indonesia merefleksikan 

ketimpangan struktural, budaya patriarkal, serta rendahnya literasi hukum yang 

menyebabkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Penelitian ini 

menganalisis efektivitas Community-Based Legal Education (CBLE) sebagai strategi preventif 

di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Penelitian menggunakan 

desain quasi-experimental dengan pendekatan pre-post intervention dalam kerangka 

Participatory Action Research yang melibatkan 50 partisipan terpilih secara purposif. Data 

dikumpulkan melalui tes literasi hukum, wawancara, focus group discussion, dan observasi 

partisipatif, serta dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis tematik. Hasil 

penelitian menunjukkan peningkatan signifikan skor literasi hukum dari 48 menjadi 84 serta 

perubahan persepsi kolektif yang memposisikan kekerasan sebagai isu publik dan 

pelanggaran hukum. Intervensi juga memperkuat modal sosial dan menginstitusionalisasikan 

mekanisme pencegahan melalui pembentukan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa CBLE efektif sebagai model pencegahan berbasis 

pemberdayaan dengan keberlanjutan yang bergantung pada integrasi kebijakan dan 

dukungan tata kelola desa. 
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PENDAHULUAN 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena sosial yang bersifat 

struktural, sistemik, dan berulang (Syamsuddin & Sadik, 2024; Talan, Taftazani, & Apsari, 2025). 

Dalam konteks masyarakat pedesaan di Indonesia, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan 

tindakan kekerasan itu sendiri, melainkan juga dengan relasi kuasa yang timpang, budaya 

patriarkal yang mengakar, serta rendahnya literasi hukum masyarakat (Sitompul, 2025). 

Kompleksitas persoalan ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan sekadar deviasi perilaku 

individual, tetapi manifestasi dari konstruksi sosial yang dilegitimasi oleh norma dan praktik 

keseharian. Oleh karena itu, strategi penanggulangannya tidak dapat semata-mata bersifat 

represif melalui penegakan hukum, melainkan memerlukan pendekatan preventif berbasis 

transformasi kesadaran sosial. 

Dalam satu dekade terakhir, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk memperkuat 

perlindungan perempuan dan anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak, termasuk penguatan norma pidana terhadap kekerasan seksual dan 

kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut masih 

menghadapi tantangan implementatif di tingkat akar rumput. Studi empiris menunjukkan 

bahwa rendahnya pelaporan kasus di wilayah pedesaan sering kali disebabkan oleh minimnya 

pemahaman hukum, ketakutan terhadap stigma sosial, ketergantungan ekonomi korban 

terhadap pelaku, serta absennya mekanisme dukungan komunitas (Azka Yuliani Rahmanie, 

Zahra, Fatwa Wira Yudha, & Muhamad Romdon Agnia, 2025; Djamaludin, Simanjuntak, & 

Fatunlibit, 2025; Karisma, Pratiwi, & Handoko, 2024; Yunda Maharani & Suherman, 2024). 

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketersediaan norma hukum dan realitas sosial di 

masyarakat. 

Secara teoretis, pendekatan legal formalism yang menekankan supremasi norma dan sanksi 

terbukti belum cukup untuk mencegah kekerasan berbasis gender (Sidayang, Sumanta, Calya, & 

Mokodenseho, 2023). Perspektif socio-legal studies menegaskan bahwa hukum bekerja secara 

efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum kolektif (collective legal consciousness) 

(Burhanuddin Burhanuddin, Wahyuniar Wahyuniar, & Maskawati Maskawati, 2024). Kesadaran 

hukum bukan sekadar pengetahuan terhadap peraturan, tetapi mencakup pemahaman kritis 

mengenai hak, kewajiban, serta keberanian untuk mengakses mekanisme keadilan. Dalam hal 

ini, literasi hukum menjadi instrumen fundamental untuk membangun kapasitas masyarakat 

dalam mengenali, mencegah, dan merespons kekerasan. 

Sejumlah kajian terdahulu menekankan pentingnya pendidikan hukum sebagai strategi 

preventif. Program literasi hukum berbasis sekolah, pelatihan paralegal komunitas, serta 

kampanye publik telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hak-hak 

Perempuan (Binti Syed Nong Mohamad, Binti Abd Aziz, Binti Hamid, Binti Bidin, & Binti Harun, 

2025; Charliesta, 2025; Nugraha & Pratama, 2023; Rahmah et al., 2025). Akan tetapi, sebagian 

besar kajian tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam struktur sosial desa 

secara sistematis. Pendidikan hukum sering diposisikan sebagai kegiatan temporer (project-

based), bukan sebagai mekanisme kelembagaan yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan yang 
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digunakan cenderung bersifat top-down sehingga partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya 

terbangun secara dialogis. 

Konsep Community-Based Legal Education (CBLE) menawarkan paradigma yang berbeda. 

CBLE menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum, bukan 

sebagai objek penyuluhan. Model ini berakar pada teori pemberdayaan (empowerment theory) 

yang menekankan peningkatan kapasitas individu dan kolektif untuk mengontrol keputusan 

yang mempengaruhi kehidupan mereka (Abdul Aziz, Mohd Ariffin, Ismail, & Alias, 2023; 

Batubara, Arifin, & Abdulgani, 2025; Dickson, 2025; Ghanghash, 2023; Ong, 2024). Dalam 

kerangka ini, pendidikan hukum tidak hanya mentransfer pengetahuan normatif, tetapi juga 

membangun daya tawar sosial (social bargaining power) serta solidaritas komunitas. Dengan 

demikian, CBLE memiliki potensi strategis dalam mencegah kekerasan melalui transformasi 

struktur sosial dari dalam. 

Kajian empiris mengenai implementasi CBLE di tingkat desa, khususnya dalam konteks 

pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif terbatas. Sebagian besar studi 

lebih berfokus pada advokasi kasus atau pendampingan korban setelah kekerasan terjadi. 

Padahal pencegahan primer yang menargetkan perubahan pola pikir dan norma sosial memiliki 

dampak jangka panjang yang lebih signifikan. Kesenjangan penelitian inilah yang 

melatarbelakangi pentingnya kajian ini. 

Selanjutnya urgensi kajian ini diperkuat oleh data empiris di tingkat lokal. Data tahunan 

Woman Crisis Center (WCC) Mawar Balqis menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga 

di Kabupaten Cirebon terhadap perempuan dan anak cenderung mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Tren ini bukan sekadar representasi angka statistik, melainkan indikator adanya 

persoalan struktural yang belum tertangani secara optimal (Bakhri & Fauzi, 2019). Fenomena 

tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat normatif-

preskriptif dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, meskipun 

kerangka regulasi telah tersedia secara formal, namun implementasinya belum sepenuhnya 

menjangkau lapisan komunitas secara efektif. 

Dalam konteks tersebut, hukum tampak belum sepenuhnya hadir sebagai instrumen yang 

mampu memberikan rasa aman dan perlindungan substantif bagi korban, terutama di tingkat 

komunitas lokal. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi tanpa dukungan literasi 

hukum dan mekanisme sosial yang memadai berpotensi menjadikan hukum bersifat simbolik 

semata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menguatkan aspek normatif, 

tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan kapasitas komunitas dalam mencegah serta 

merespons kekerasan. 

 
Gambar 1. Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang melaporkan ke WCC Mawar Balqis 
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Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, peningkatan jumlah korban yang melaporkan 

kasus KDRT ke WCC Mawar Balqis merefleksikan dua kemungkinan yaitu di satu sisi 

meningkatnya keberanian korban untuk melapor, sedangkan di sisi lain potensi meningkatnya 

prevalensi kekerasan yang belum sepenuhnya terdeteksi. Kedua kemungkinan tersebut sama-

sama menegaskan urgensi intervensi preventif berbasis komunitas yang mampu bekerja pada 

akar persoalan yaitu norma sosial, relasi kuasa, dan rendahnya literasi hukum. 

Berangkat dari realitas tersebut, Desa Keraton dipilih sebagai lokus pengabdian dan 

penelitian karena memiliki karakteristik sosial yang representatif bagi wilayah pedesaan di 

Kabupaten Cirebon. Hasil pemetaan sosial awal menunjukkan adanya kasus kekerasan yang 

tidak seluruhnya tercatat secara formal, serta minimnya mekanisme pelaporan berbasis desa. 

Selain itu, belum terdapat forum edukasi hukum yang terstruktur dan berkelanjutan yang 

mampu menjembatani antara regulasi formal dan praktik sosial sehari-hari. Kondisi ini 

menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun sistem literasi hukum yang 

terintegrasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta kelompok perempuan dan anak 

sebagai aktor utama dalam transformasi sosial. 

 
Gambar 2. Denah Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon 

 

Secara konseptual, pengabdian ini memposisikan CBLE sebagai intervensi sosial berbasis 

partisipasi yang mengintegrasikan tiga dimensi utama: (1) peningkatan literasi hukum 

individual, (2) penguatan kapasitas kolektif melalui pembentukan struktur komunitas responsif 

gender, dan (3) institusionalisasi mekanisme pencegahan dalam tata kelola desa. Pendekatan ini 

memadukan perspektif socio-legal, teori modal sosial (social capital), dan paradigma pembangunan 

berbasis komunitas (community development). Dengan demikian, CBLE tidak hanya dipahami 

sebagai kegiatan edukatif, melainkan sebagai strategi rekayasa sosial (social engineering) yang 

berorientasi pada transformasi normatif (Dickson, 2025; Halstead, Deller, & Leyden, 2022; 

Nchaga, 2025; Prince, 2024). 

Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, integrasi model 

pendidikan hukum berbasis komunitas dengan pendekatan participatory action research yang 

memungkinkan evaluasi dampak secara kuantitatif dan kualitatif. Kedua, pengembangan desain 

kelembagaan berupa Komunitas Peduli Perempuan dan Anak sebagai luaran struktural 
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program. Ketiga, analisis komprehensif terhadap perubahan kesadaran hukum sebagai indikator 

pencegahan kekerasan. 

Dengan mempertimbangkan urgensi persoalan, kesenjangan penelitian, serta potensi 

strategis pendekatan CBLE, maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas 

implementasi Community-Based Legal Education sebagai upaya preventif kekerasan terhadap 

perempuan dan anak di Desa Keraton. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab 

pertanyaan: (1) sejauh mana CBLE meningkatkan literasi hukum masyarakat; (2) bagaimana 

CBLE mempengaruhi perubahan sikap dan norma sosial terkait kekerasan; dan (3) bagaimana 

model ini dapat diinstitusionalisasikan dalam tata kelola desa secara berkelanjutan. 

Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan model 

edukasi hukum berbasis komunitas serta kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan 

pencegahan kekerasan di tingkat desa. 

BAHAN DAN METODE 

Kegiatan pengabdian ini dirancang menggunakan pendekatan Participatory Action Research 

(PAR) yang dipadukan dengan model intervensi Community-Based Legal Education (CBLE). 

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada asumsi epistemologis bahwa persoalan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak tidak dapat dipahami secara memadai melalui metode 

observasional semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek 

perubahan. Dalam kerangka PAR, proses produksi pengetahuan berjalan simultan dengan proses 

transformasi sosial, sehingga intervensi tidak hanya menghasilkan data empiris, tetapi juga 

perubahan praksis di tingkat komunitas (Affandi, Zulfa, & Alsayd, 2025; Cornish et al., 2023; 

Ghanghash, 2023; Rahmah et al., 2025; Wulandari, 2020). 

 

Desain Penelitian dan Kerangka Intervensi 

Secara konseptual, desain penelitian ini bersifat quasi-experimental dengan pendekatan pre–

post intervention, yang dilengkapi analisis kualitatif reflektif. Kerangka intervensi CBLE 

dikembangkan berdasarkan tiga pilar utama (Bunselmeyer & Schulz, 2020; Dawson et al., 2021; 

Galdo-Castiñeiras, Hernández-Morante, Morales-Moreno, & Echevarría-Pérez, 2023; Miller, 

Smith, & Pugatch, 2020): (1) peningkatan literasi hukum individual, (2) penguatan kapasitas 

kolektif komunitas, dan (3) institusionalisasi mekanisme pencegahan dalam struktur desa. Ketiga 

pilar ini diintegrasikan dalam siklus PAR yang meliputi tahap perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. 

Tahap pertama adalah diagnostic assessment yaitu pemetaan sosial untuk mengidentifikasi 

tingkat literasi hukum, persepsi terhadap kekerasan, serta hambatan pelaporan. Pemetaan 

dilakukan melalui survei awal, wawancara mendalam dengan perangkat desa, serta Focus Group 

Discussion (FGD) dengan kelompok perempuan dan anak. Tahap ini bertujuan membangun 

baseline empiris sekaligus menciptakan kesadaran awal mengenai urgensi intervensi (Stalker, 

Brown, Evans, Hibdon, & Telep, 2020; Wright, Srinivas, Lee, & DePrince, 2023). 

Tahap kedua adalah co-design program yaitu perencanaan partisipatif bersama pemangku 

kepentingan desa. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung 

pada kepemilikan sosial (social ownership) (Dushkova & Ivlieva, 2024). Oleh karena itu, materi 

edukasi hukum, metode pelatihan, serta mekanisme tindak lanjut dirumuskan melalui 

musyawarah bersama agar selaras dengan konteks budaya dan struktur sosial Desa Keraton. 

Tahap ketiga adalah implementasi CBLE yang terdiri atas beberapa bentuk kegiatan yaitu 

penyuluhan hukum interaktif, simulasi penanganan kasus, serta pembentukan forum advokasi 

berbasis komunitas (Rusdi, Ismail, Isini, Ulfa, & Raihan, 2025; Sulastri, Nugraha, Hasanah, & 

Ariesta, 2025). Tahap keempat adalah evaluasi partisipatif, yaitu proses refleksi bersama antara 
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tim pengabdian/fasilitator dan pemangku kepentingan desa untuk menilai efektivitas program, 

mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat, serta merumuskan strategi 

keberlanjutan dan pelembagaan praktik baik dalam struktur komunitas (Cornish et al., 2023; 

Szoko, Slade, et al., 2025; Szoko, Wilson, et al., 2025). 

 
Gambar 3. Desain Penelitian dan Kerangka Intervensi CBLE 

 

Lokasi dan Subjek Kegiatan PkM 

Kegiatan dilaksanakan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang 

memiliki karakteristik sosial pedesan dengan kepadatan penduduk relatif tinggi dan 

heterogenitas sosial yang cukup kompleks. Subjek kegiatan terdiri atas 50 partisipan yang dipilih 

menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) perempuan yang sudah 

menikah, (2) pemuda, (3) aparatur desa, (4) tokoh agama dan (5) tokoh masyarakat. Selain 

partisipan utama, kajian ini juga melibatkan mitra kelembagaan seperti perangkat desa dan kader 

pemberdayaan masyarakat sebagai co-facilitator. Pelibatan aktor lokal ini merupakan bagian dari 

strategi capacity building yang dirancang untuk memastikan bahwa proses transfer pengetahuan 

tidak berhenti pada fase intervensi, tetapi dapat berlanjut dan direplikasi secara mandiri oleh 

komunitas (Dushkova & Ivlieva, 2024; Ishak, 2024). 

 

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Data kuantitatif diperoleh melalui instrumen pre-test dan post-test literasi hukum yang 

dirancang untuk mengukur tiga dimensi: (1) pemahaman normatif mengenai regulasi 

perlindungan perempuan dan anak, (2) pengetahuan prosedural terkait mekanisme pelaporan, 

dan (3) sikap terhadap kekerasan sebagai pelanggaran hukum (Mahmood, 2024; Mansoor, Omar, 

Felisiano, & Mohamad Mangsor, 2022).  

Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan Focus Group 

Discussion (FGD). Wawancara difokuskan pada pengalaman partisipan dalam memahami isu 

kekerasan serta persepsi mereka terhadap efektivitas program. FGD digunakan untuk menggali 
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dinamika sosial, resistensi budaya, serta perubahan norma yang terjadi selama intervensi. Selain 

itu, observasi partisipatif dilakukan untuk menangkap interaksi sosial dan respons spontan 

masyarakat selama kegiatan berlangsung (Hammer, Fletcher, & Hibbert, 2017; Lowe et al., 2022). 

 

Analisis Data 

data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan thematic analysis dengan tahapan reduksi 

data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Proses triangulasi dilakukan dengan 

membandingkan hasil survei, wawancara, dan observasi guna meningkatkan validitas temuan. 

Sedangkan data kuantitatif dari pre test dan post test dianalisis menggunakan statistik deskriptif 

untuk menilai peningkatan literasi hukum sebelum dan sesudah intervensi. Analisis ini bertujuan 

mengukur efektivitas program secara objektif. (Murphy, 2021; Naeem, Ozuem, Howell, & 

Ranfagni, 2023; Santos, Ribeiro, de Queiroga, da Silva, & Ferreira, 2020; Xu & Zammit, 2020). 

 

Strategi Implementasi CBLE 

Implementasi CBLE dirancang tidak sekadar sebagai kegiatan edukatif, tetapi sebagai proses 

pembentukan kesadaran kritis (critical legal awareness). Oleh karena itu, metode pembelajaran 

menggunakan pendekatan dialogis dan studi kasus berbasis pengalaman lokal. Simulasi 

pelaporan kasus dan role-play pendampingan korban digunakan untuk mengubah pengetahuan 

abstrak menjadi kompetensi praktis. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa transformasi 

perilaku lebih efektif terjadi melalui pengalaman langsung dibanding ceramah normatif (Affandi 

et al., 2025; Ali, 2025; Chen et al., 2022; Rahmah et al., 2025). 

Selain itu, pembentukan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Desa Keraton dilakukan 

sebagai luaran institusional. Komunitas ini berfungsi sebagai unit konsultasi awal dan 

penghubung dengan lembaga eksternal. Pembentukan struktur ini merupakan bagian dari 

strategi keberlanjutan (sustainability strategy) agar dampak program tidak berhenti pada fase 

intervensi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Definisi Community-Based Legal Education (CBLE) 

Konsep Community-Based Legal Education (CBLE) berakar pada gagasan legal empowerment 

yang diperkenalkan oleh Stephen Golub yang memandang hukum bukan semata sebagai 

instrumen normatif yang bersifat top-down, melainkan sebagai sumber daya sosial yang harus 

dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara partisipatif (Golub, 2003). Dalam 

kerangka ini, pemberdayaan hukum dipahami sebagai strategi berbasis komunitas yang 

menekankan pentingnya partisipasi aktif warga, kepemilikan lokal (local ownership), dan 

penguatan kapasitas kolektif dalam memahami serta menggunakan hukum untuk melindungi 

kepentingan mereka. Sehingga orientasi pendekatan ini bergeser dari model penyuluhan hukum 

yang bersifat informatif menuju model transformatif yang mendorong perubahan struktur relasi 

kuasa melalui peningkatan literasi hukum dan kapasitas advokasi di tingkat akar rumput. 

Sejalan dengan kerangka tersebut, Community-Based Legal Education (pendidikan hukum 

berbasis komunitas) dapat didefinisikan sebagai model pendidikan hukum yang dilaksanakan 

secara langsung di tengah masyarakat, bertolak dari kebutuhan empiris komunitas, dan 

dirancang untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta keterampilan warga dalam 

memanfaatkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. CBLE tidak berhenti pada transmisi 

informasi normatif mengenai hak dan kewajiban, melainkan berupaya membangun kompetensi 

praktis agar masyarakat mampu mengidentifikasi persoalan hukum, memahami mekanisme 

penyelesaiannya, serta mengakses institusi keadilan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam 
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perspektif ini, hukum diposisikan sebagai instrumen emansipatoris yang memperkuat daya 

tawar sosial warga, sehingga pendidikan hukum berbasis komunitas berfungsi sebagai 

katalisator transformasi sosial yang berkeadilan dan inklusif (Affandi et al., 2025; Batubara et al., 

2025; Bengtsson & A’Court, 2023; Hutama & Sabijanto, 2023; Irawan, Susilowati, Putra, Lubis, & 

Dewi, 2024; Rahmah et al., 2025; Satterthwaite, 2022). 

 

Analisis Kondisi Sosiodemografi Desa Keraton 

Analisis terhadap kondisi sosiodemografi Desa Keraton Kecamatan Suranenggala 

Kabupaten Cirebon menunjukkan karakteristik masyarakat agraris dengan struktur sosial yang 

relatif homogen secara religius namun heterogen dalam aspek pendidikan dan pekerjaan. 

Dengan jumlah penduduk 4.757 jiwa dan 1.390 kepala keluarga, serta dominasi mata pencaharian 

di sektor pertanian, buruh tani, peternakan, dan pekerja sektor informal, struktur ekonomi Desa 

Keraton merefleksikan tipologi desa berbasis ekonomi subsisten (Bakhri, S., Priambodo, A., 

Sundawati, F. H., & Pradini, A. Y, 2023). Konfigurasi ini memiliki implikasi langsung terhadap 

tingkat literasi hukum, akses terhadap informasi, serta kemampuan masyarakat dalam 

merespons persoalan hukum termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Secara demografis komposisi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki yang 

berjumlah 2.360 dan Perempuan berjumlah 2.397 membuka ruang analisis mengenai relasi 

gender dalam struktur sosial desa. Namun demikian, distribusi pekerjaan menunjukkan adanya 

segmentasi berbasis gender, di mana perempuan banyak terkonsentrasi pada sektor buruh tani, 

pekerja domestik, dan industri rumah tangga. Pola ini mengindikasikan masih kuatnya 

konstruksi peran gender tradisional yang berpotensi menciptakan ketimpangan relasi kuasa 

dalam rumah tangga. Dalam perspektif kriminologi gender, ketimpangan struktural semacam 

ini sering kali menjadi determinan laten terjadinya kekerasan domestik, karena posisi tawar 

ekonomi perempuan relatif lebih lemah dibandingkan laki-laki. 

Kemudian dari aspek pendidikan menjadi variabel krusial dalam menganalisis urgensi 

implementasi Community-Based Legal Education (CBLE). Data menunjukkan bahwa 573 warga 

Desa Keraton tidak pernah mengenyam pendidikan formal dan sebagian besar lainnya hanya 

menyelesaikan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Rendahnya tingkat pendidikan ini 

berimplikasi pada terbatasnya literasi hukum dan pemahaman terhadap mekanisme 

perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga kerap 

dipersepsi sebagai persoalan privat, bukan sebagai pelanggaran hak yang memiliki konsekuensi 

hukum. Kondisi ini diperparah oleh budaya patriarkal yang secara normatif menempatkan 

perempuan dalam posisi subordinat. 

Bertolak dari kondisi sosiodemografi tersebut, implementasi CBLE di Desa Keraton 

dirancang secara kontekstual dan partisipatif. Pertama, pendekatan pendidikan hukum tidak 

dapat bersifat formalistik atau berbasis ceramah semata, melainkan harus menggunakan metode 

dialogis, studi kasus, dan simulasi berbasis pengalaman sehari-hari masyarakat desa. Kedua, 

materi pendidikan perlu disederhanakan tanpa mengurangi substansi normatif, dengan 

mengintegrasikan perspektif hukum positif dan nilai-nilai keagamaan yang dominan dianut 

masyarakat. Mengingat mayoritas penduduk beragama Islam, internalisasi prinsip perlindungan 

perempuan dan anak dapat dielaborasi melalui pendekatan maqashid syariah dan nilai keadilan 

dalam keluarga. 

Secara struktural, CBLE juga melibatkan aktor-aktor lokal seperti aparat desa, tokoh agama, 

kader PKK, dan kelompok pemuda sebagai agen perubahan sosial. Strategi ini sejalan dengan 

paradigma pemberdayaan hukum berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat bukan 

sebagai objek, melainkan subjek transformasi hukum. Dengan meningkatkan kapasitas warga 
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untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memahami hak-hak korban, serta mengakses 

mekanisme pelaporan, CBLE berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus protektif. 

 

Peningkatan Literasi Hukum sebagai Pondasi Pencegahan Kekerasan 

Temuan kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tingkat literasi 

hukum masyarakat Desa Keraton setelah implementasi Community-Based Legal Education (CBLE). 

Rata-rata skor literasi hukum meningkat dari 48 (kategori Kurang-Cukup) menjadi 84 (kategori 

Baik Sekali) dengan kenaikan terbesar pada dimensi pengetahuan hukum perlindungan 

Perempuan dan anak. 

Namun dalam perspektif penelitian akademik, peningkatan skor tersebut tidak semata-

mata merepresentasikan keberhasilan teknis program. Literasi hukum harus dipahami sebagai 

konstruksi multidimensional yang mencakup pengetahuan normatif, kesadaran kritis, dan 

keberanian bertindak. Sebelum dilakukan intervensi, mayoritas partisipan mengetahui secara 

umum bahwa kekerasan dilarang, tetapi tidak memahami prosedur hukum, institusi yang dapat 

diakses, maupun hak-hak korban secara spesifik. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan 

antara law in the books dan law in action (Abrori, 2025; Mansoor et al., 2022; Singh, 2025; Suhail & 

Singhal, 2025). 

CBLE berhasil menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan dialogis dan 

berbasis kasus lokal. Proses pembelajaran tidak hanya mentransmisikan norma hukum, tetapi 

juga mengkontekstualisasikannya dalam realitas sosial desa. Sehingga  peningkatan literasi 

hukum dalam penelitian ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga operasional dan aplikatif. 

Secara teoretik, temuan ini menguatkan paradigma bahwa pencegahan kekerasan berbasis 

hukum lebih efektif ketika masyarakat memiliki legal capability yaitu kapasitas untuk memahami 

dan menggunakan hukum sebagai instrumen perlindungan diri. Tanpa literasi hukum yang 

memadai, regulasi hanya berfungsi simbolik (Adipradono, Gunadi, & Sudiro, 2025; Martha & 

Ali, 2023; Mulyana & Irwan, 2025). 

 

Transformasi Kesadaran Kolektif dan Dekonstruksi Victim Blaming 

Salah satu temuan paling signifikan dalam pengabdian ini adalah terjadinya pergeseran 

paradigma sosial mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada fase awal, kekerasan 

dalam rumah tangga dipersepsikan sebagai persoalan privat yang tidak layak dibawa ke ruang 

publik. Narasi ini mencerminkan internalisasi budaya patriarkal yang mengedepankan harmoni 

semu dibanding keadilan substantif. 

Melalui diskusi partisipatif, simulasi kasus, dan refleksi kolektif, terjadi transformasi 

kesadaran yang ditandai dengan munculnya pengakuan bahwa kekerasan merupakan 

pelanggaran hak asasi dan tindak pidana. Ruang dialog yang difasilitasi CBLE berfungsi sebagai 

arena dekonstruksi norma sosial yang selama ini membungkam korban. 

Dalam analisis kritis, perubahan ini menunjukkan bahwa CBLE bekerja pada level normatif 

dan simbolik. Pendidikan hukum berbasis komunitas menjadi instrumen untuk menggeser 

konstruksi makna kekerasan dari ranah privat menuju ranah publik deliberatif. Transformasi ini 

penting karena budaya diam merupakan hambatan utama dalam pelaporan kasus (Damayanti, 

Suriyati, Sandra, Rasyid, & Bakri, 2024; Maduafor, 2025; Obisesan, Brenda, Okonji, Zawena, & 

Samuel, 2025; Östergren, Canivet, Andersson, & Agardh, 2025; Wieberneit, Thal, Clare, 

Notebaert, & Tubex, 2024). 

Meskipun demikian, perubahan kesadaran tidak terjadi secara homogen. Resistensi awal 

muncul dari sebagian tokoh masyarakat yang menganggap pembahasan isu kekerasan seksual 

sebagai tabu. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi norma merupakan proses negosiasi sosial 

yang memerlukan waktu dan konsistensi intervensi. 
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Penguatan Modal Sosial dan Pembentukan Mekanisme Kolektif 

CBLE tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat modal sosial 

komunitas. Interaksi intensif antara perempuan, remaja, aparatur desa, dan tokoh agama 

menghasilkan jaringan sosial baru yang berorientasi pada perlindungan hak. 

Data kualitatif menunjukkan peningkatan rasa saling percaya (trust) dalam membicarakan 

isu kekerasan. Sebelum intervensi, korban cenderung mengisolasi diri karena takut stigma. 

Setelah intervensi, muncul kesadaran bahwa komunitas memiliki tanggung jawab kolektif dalam 

mencegah dan merespons kekerasan. 

Dalam kerangka teori social capital, CBLE berhasil meningkatkan bonding capital (solidaritas 

internal) dan bridging capital (relasi lintas kelompok sosial). Penguatan kedua jenis modal sosial 

ini memperbesar kemungkinan terbentuknya mekanisme dukungan informal yang responsif 

terhadap kasus kekerasan (Balgah, Vubo, & Neba, 2025; Lee & Peng, 2025). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi hukum yang terintegrasi dengan 

penguatan relasi sosial memiliki dampak lebih luas dibanding pendekatan edukasi individual 

semata (Batubara et al., 2025; Hutama & Sabijanto, 2023; Tóth & Kálmán, 2021; Yustia, 2024). 

 

Institusionalisasi Pencegahan melalui Pembentukan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak 

Desa Keraton 

Luaran struktural paling konkret dari program CBLE adalah pembentukan Komunitas 

Peduli Perempuan dan Anak Desa Keraton. Komunitas ini berfungsi sebagai unit konsultasi 

awal, fasilitator mediasi, serta penghubung dengan aparat penegak hukum dan lembaga 

perlindungan korban. Secara analitis pembentukan komunitas merupakan bentuk 

institusionalisasi norma hukum dalam struktur sosial desa. Tanpa struktur formal, peningkatan 

literasi hukum berisiko menjadi pengetahuan pasif. Kehadiran komunitas mengurangi jarak 

antara norma nasional dan praktik lokal. 

Namun, efektivitas Komunitas sangat bergantung pada legitimasi sosial dan dukungan 

anggaran desa. Jika tidak diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa, 

keberlanjutannya dapat terancam. Oleh karena itu, keberhasilan institusionalisasi harus diukur 

dalam jangka panjang melalui konsistensi aktivitas dan respons terhadap kasus nyata. Perspektif 

kebijakan publik menilai bahwa, model ini menunjukkan bahwa desa memiliki kapasitas untuk 

menjadi unit preventif pertama dalam sistem perlindungan perempuan dan anak (Anggraeni et 

al., 2024; Radjak & Ali, 2023; Rizka, Tamudin, & Mursid, 2022; Yarli & Suriadi, 2025). 

 

Implikasi Teoretik dan Batasan Model CBLE 

Secara teoretik, pengabdian ini memperkuat paradigma empowerment-based prevention yang 

menekankan pemberdayaan sebagai strategi utama pencegahan kekerasan. CBLE menggeser 

pendekatan dari logika represif menuju transformasi kesadaran dan norma sosial (Eggers del 

Campo & Steinert, 2020; Jewkes et al., 2021; M. & W., 2025) . 

Namun, model ini memiliki keterbatasan. Pertama, durasi intervensi relatif singkat untuk 

mengukur dampak jangka panjang terhadap penurunan kasus faktual. Kedua, perubahan sikap 

tidak selalu linear dengan perubahan perilaku. Ketiga, keberhasilan model sangat dipengaruhi 

oleh konteks sosial dan kepemimpinan lokal. 

Selain itu, literasi hukum yang meningkat belum tentu otomatis meningkatkan pelaporan 

kasus. Dalam beberapa konteks, peningkatan pelaporan justru dapat menyebabkan persepsi 

bahwa kasus meningkat, padahal yang berubah adalah keberanian untuk melapor. 

CBLE harus dipahami sebagai bagian dari ekosistem pencegahan yang lebih luas, bukan 

solusi tunggal. Integrasi dengan kebijakan daerah, sistem perlindungan sosial, dan lembaga 
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penegak hukum menjadi prasyarat keberlanjutan (Fisher et al., 2023; Tocci et al., 2024; Vann, Rith, 

& Suyitno, 2025). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Dokumentasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Desa Keraton 

 

 

SIMPULAN 

Implementasi Community-Based Legal Education (CBLE) di Desa Keraton berjalan efektif 

sebagai strategi preventif kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan literasi 

hukum, transformasi kesadaran kolektif, dan pelembagaan mekanisme perlindungan di tingkat 

desa. Peningkatan signifikan skor pra–pasca intervensi dari 48 menjadi 84 menunjukkan bahwa 

pendekatan partisipatif mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik 

sosial, sekaligus menggeser persepsi kekerasan dari ranah privat menjadi isu publik yang 

memiliki konsekuensi hukum. Pembentukan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Desa 

Keraton memperkuat institusionalisasi pencegahan serta memperluas modal sosial komunitas. 

Secara teoretik, temuan ini menegaskan relevansi paradigma empowerment-based prevention dalam 

studi socio-legal, meskipun keberlanjutan dampaknya tetap memerlukan integrasi kebijakan dan 

dukungan tata kelola desa secara konsisten. 
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